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BUPATI SELUMA 

PERATORAN BOPATISELOMA 

NOMOR TAHON 2017 

TENTANG 

PENGELOARAN KAS ONTOK BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN 
BERSIFAT WAJIB DI LINGKONGAN PEMERINTAH KABOPATEN SELOMA 
YANG MENDAHOLOI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

• KABOPATEN SELOMA TAHON ANGGARAN 2018 

Menimbang 

• 

DENGAN RAHMAT TOHAN YANG MAHA ESA 

BOPATI SELOMA, 

a. bahwa mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2018 belum 

ditetapkan sampai bulan Desember Tahun 2017, maka 

untuk menjamin kelancaran tugas-tugas Pemerintahan 

Kabupaten Seluma perlu melakukan pengeluaran kas untuk 

belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat 

wajib di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang 

mendahului Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2018 

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 132 ayat (4) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomr 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuagan Daerah, maka 

pengeluaran kas sebelum penetapan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah untuk belanja yang bersifat mengikat 

dan belanja yang bersifat wajib ditetapkan dalam peraturan 

kepala daerah; 
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Mengingat 

• 

• 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebgaimana dimaksud 

huruf a clan b, perlu menetapkan Paraturan Bupati Seluma 

tentang pengeluaran kas untuk belanja yang bersifat 

mengikat clan bersifat wajib di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Seluma yang mendahului Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 

2018; 

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 

Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma 

clan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4266); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

4 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republikf Indonesia Nomor 4355); 

5 . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat clan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pem ben tukan Pera tu ran Perundang-U ndangan (Lem bar an 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
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7 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang 

berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan 

Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2854); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

Ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 310); 

14. 

15. 

16. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 

Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 825); 

Peraturan Daerah Ka bu paten Seluma Nomor 3 

Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2009 

Nomor 3); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELUARAN KAS 

UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB DAN MENGIKAT 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA YANG 

MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 

PASAL 1 

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan pengeluaran kas 

untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang 

bersifat wajib yang mendahului Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2018 
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PASAL 2 

(1) Pengeluaran kas untuk kebutuhan belanja yang bersifat 

mengikat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 merupakan 

belanja dalam bentuk Gaji dn Tunjangan yang diberikan 

kepada Pegawai Negeri Sipil dan Honorarium Pegawai Tidak 
Tetap di lingkup Pemerintah Kabupaten Seluma); 

(2) Pengeluaran Kas untuk kebutuhan belanja yang bersifat 

wajib di lingkup Pemerintah Kabupaten Seluma 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 yaitu: 

a. Belanja pelayanan di bidang kesehatan, antara lain 

bahan kimia, obat-obatan, alat kesehatan dan bahan 

makanan pasien di pusat pelayanan kesehatan milik 

pemerintah daerah; 

b. Belanja yang telah terikat dengan perjanjian seperti 

pembayaran tagihan listrik, air, telepon, internet kantor, 

pajak kendaraan bermotor dan 

c . Belanja pada Program Administrasi Perkantoran yang 

tidak bisa ditunda pengeluarannya seperti Perjalanan 

Dinas Luar Daerah, Alat Tulis Kantor, Cetak dan 

Penggandaan 

d . Belanja untuk antisipasi bencana alam dan bencana 

sosial 

PASAL 3 

Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 

(2) huruf a, b, dan c untuk masing-masing jenis belanja 

setiap bulannya ditetapkan sebesar satu per duabelas 

( 1 / 12) dari jumlah pagu anggaran yang dialokasikan pada 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Seluma Tahun Anggaran 2018 

PASAL 4 

Pengeluaran Kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 

ayat (2) huruf d merupakan belanja untuk kegiatan yang 

sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti 

penanggulangan bencana alam dan ban tuan sosial yang 

tidak dapat diperkirakan sebelumnya. 
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Diundangkan di Tais 

PASAL 5 

Peraturan Bupati m1 mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan 

dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma . 

Pada Tanggal .l~,._ L::-~-i,,,:;;er 201 7 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMt\( 

IR 

:AERAH KABUPATEN SELUMA TAHON 2016 NOMOR .. ~!r. ...... . 
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